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KEPUTUSAN

BUPATI MUNA

NOMOR : 503/421/04/PTSP-PM/X/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP SWASTA TEKNOLOGI

DESA LAKARINTA KECAMATAN LOHIA
KABUPATEN MUNA

bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah
Kecamatan Lohia, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan. guna
pembentukan Kkarakter peserta didik tingkat lanjutan, maka periu
Pembentukan dan atau pendirian sekolah Menengah Perfama (SMP)
Swasta Teknologi di wilayah tersebut, dengan maksud memperiuas daya
tampung siswa.

bahwa di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara,
memiliki 4 (Empat) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negen sebagai
Sekolah Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta
Teknologi;

bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, sesuai Akte Pendirian
Yayasan Pendidikan Teknologi Kab.Muna Nomar - 08 tanggal 16 Juli
2016, periu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
SWASTA Teknologi, dengan memberikan |zin Operasional.

bahwa berdasarkarn hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka
Sekolahh Menengah Pertama (SMP) Swasta Teknologi Kecamatan Lohia
Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan
Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna
Nomor. 421.9/6437 Tanggal 17 Oktober 2016.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,
¢, dan d diatas periu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalu
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Muna;

Undang-undang nomor 29 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il di Sulawes: (Kelembagaan Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana
telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-undang Nomeor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antars Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran
Negaurs Republix Indonesia Nomor 4438);
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Nomor 82, T Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 5234).
8 Poraturan Pemermtah Nomor 28 Tahun 1800 tentang Pendidikan

Manengah
7 Pestuman Nomer 38 Tahun 1890 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Penaidikan:

10 Persturan Pemenntah Nomor 18 Tanun 2005 tentang Standar
Pandiclikan Nesiona!

11 Peraturan Pemermtah No, 88 Tahun 2010 lentang Parubatian atas

12 Keputusan Menten Pendiaikan Nasionsl No OSOA2002 tentang

13. Keputusan Menter) Pendidikan Nasional Nomor 1B8/636/Kepy428/0012/22004
tnntang Pembantuban Tin Panital Pandinan Sekoiah Bary NegervSwasta

14 Keputusan Menten Pendidikan Nusional Nomar 44 Tahun 2002 tentang
Dewan Pandidikan dan Komite Sekolah;

15 Keputusan Menten Pendidiknn Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang
Spekirum Keahfian SMK

168. Peraturan Doersh Kabupaton Muna Namor 07 Tahun 2004 tertang perubaian
st Peraturan Doaeral Kabupaten Muna Nomer 07 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisas Kantor Petsyanan Periznan Terpadu Sstu Pty dan
Penanaman Modal Kabapamen Muna;

17 Poratwsn Bupatl Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Kewsnangan Pslgyanan Petizinan dan Non Penzinon Kepsda Kantor
Pelayanan Perizinan Tempadu Satu Pintu dan  Pananaman Modal
Kabupaten Muna,

1. Permohonan |lon Opscasional SMP Swasta Teknologl darl Kelus
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2016,
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Mung dan Surst Keterangan Domisill Nomor 150AXMIR016
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00037/Laksrinta/1969  tanggsl OB Desember 1990 dan  Hadan
Perahanon Nasona! Kats Muna;

MEMUTUSKAN
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Pertama (SMP) dengan Nama SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA TEKNOLOGI Alamal Dess lskarinta Kecamatan Lohia
Kabupeten Muna termhitung rmuts Tahun Ajaran 2016/ 2017,

Gogula fpailitas  dan  Kelongkapan. yang  menisdi syarat/kelancaran
pordinys  Sekolah Manengah Pertama  (SMP)  Swasta Teknolog)
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Tembusan : Yang terhormat
1. Mentar Pendidikan Nasional d! Jakarta;

di Kecamatan Lohia menjadi tanggung jawab penyelenggara;
Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kunkulum yang

' digunakan mengikuli petunjuk dan aturan yang beriaku.

Penyelenggara berkewajiban membuat (aporan lertulis mengenai
perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muna.

Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar
mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah.

Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalul
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pananaman Modal
Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan inl.

Keputusan inl mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apablia dikemudian hari ternyata terdapal kekeliruan dalam Keputusan inl
akan diadakan perbalkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di ' Raha

2 Gubemur Provinsl Sulawesi Tenggara di Kendari,

3 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,
4. Bupall Muna dl Raha;

5 Kepala Dinas Pendlidikan Kabupaten Muna di Raha;

6 Camat Lohia dl Lohig;

7. Arsip.



